
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan pembahasan dari Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa 

debitur merupakan pemegang hak kepemilikan atas benda yang dijadikan 

objek jaminan fidusia menurut Pasal 584 KUHPerdata. Kreditur tidak dapat 

mengambil alih hak milik objek jaminan ke dalam penguasaanya apabila 

debitur cidera janji, karena telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan 

apabila tidak mendaftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum 

Umum (Dirjen AHU) secara online melalui kantor notaris sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2012 yang mewajibkan 

kreditur untuk mendaftakan jaminan fidusia. 

2.  Segala kepentingan kreditur maupun debitur berdasarkan asas obligatoir, 

menimbulkan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dengan batasan-

batasan yang mengikat kedua belah pihak,  untuk mewujudkan  suatu 

prestasi. 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai 

proses dan tata cara pengambilan objek jaminan fidusia kepada kelompok-

kelompok masyarakat secara berkala. Tindakan tersebut sangat diperlukan 

khususnya bagi masyarakat yang awam mengenai jaminan fidusia, agar 
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masyarakat dapat mengantisipasi segala tindakan ilegal yang dilakukan oleh 

pihak leasing yang menyangkut dengan keamanan debitur. 

2.  Tindakan pengeksekusian objek jaminan fidusia secara ilegal hendaknya 

diberikan aturan tertentu bagi para leasing berupa suatu sanksi yang tegas, 

misalnya skorsing bagi perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini 

akan menimbulkan efek jera bagi perusahaan leasing. Di samping itu perlu 

adanya penjelasan dari perusahaan leasing mengenai klausula-klausula di 

dalam perjanjian kepada debitur sebelum penandatanganan perjanjian.  
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